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ABSTRACT; Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes 

that the State of Indonesia is a State of Law. Human Rights (HAM) are basic 

rights inherent in every individual from birth. According to Article 1 

paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, an investigation is a series of 

actions carried out by investigators to uncover the truth behind an alleged 

criminal act. However, in reality, investigators in the process of investigating 

suspects may commit acts of violence to obtain evidence or information from 

the suspect. Based on the background above, the author identified two 

problems: What are the factors inhibiting the protection of suspects' rights in 

the investigation process? How to protect suspects from a human rights 

perspective. In this research, Normative Juridical. This method is a legal 

research approach that utilizes library materials or secondary data as a 

research basis and searches for regulations and literature that are relevant 

to the problem being studied. In the criminal investigation process, protecting 

the suspect's rights is a very important issue. Although the purpose of an 

investigation is to collect evidence and find guilty suspects, suspects also 

have rights that must be protected, especially based on human rights 

principles. Legal protection is an effort to protect a person's interests by 

allocating a power to him to act in his interests. Indonesia has been regulated 

according to the wishes of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.  

Keywords: Human Rights, Legal Protection Investigation. 

  

 

ABSTRAK; Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) 

merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Menurut 

Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kebenaran di balik sebuah 

dugaan tindak pidana. Namun pada kenyataan penyidik dalam prores 

penyidikan tersangka ada yang melakukan tindakan kekerasan, untuk 

mendapatkan suatu bukti atau keterangan dari tersangka. Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis mengambil dua identifikasi masalah: Apa Faktor 

Penghambat Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Proses Penyidikan 

Bagaimana Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Persefektif Hak Asasi 
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Manusia. Dalam penelitian ini Yuridis Normatif. Metode ini adalah 

pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai dasar penelitian dan melakukan penelusuran terhadap 

peraturan serta literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam 

proses penyidikan pidana, perlindungan terhadap hak tersangka menjadi isu 

yang sangat penting. Meskipun tujuan penyidikan adalah untuk 

mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka yang bersalah, tersangka 

juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, terutama berdasarkan prinsip-

prinsip Hak Asasi Manusia Perlindungan hukum adalah upaya melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Indonesia telah 

diatur tentang kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.  

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyidikan Perlindungan Hukum. 

     

  

PENDAHULUAN 

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum.1 Peraturan dimulai dalam setiap aspek kehidupan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut aturan ini. Kehidupan masyarakat di 

seluruh dunia dipengaruhi oleh aturan yang sangat penting. Penegakan hukum adalah 

satu-satunya tempat di mana peraturan dapat diterapkan secara alami dan efektif.  

Manus|ia adalah makhluk yang selalu ber |interaks|i dengan |ind|iv|idu la|innya. 

Manus|ia secara alam|i cenderung bersos|ial|isas|i dan berkumpul dengan orang la|in sebaga|i 

|ind|iv|idu atau perorangan. Manus|ia d|inamakan sebaga|i makhluk sos|ial karena 

kecenderungan untuk berkelompok. Pertama-tama, |ia mem|il|ik|i hubungan dengan orang 

tuanya dan setelah tumbuh dewasa, |ia h|idup d|i tengah masyarakat.2 

Hak Asas |i Manus|ia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada set |iap 

|ind|iv|idu sejak lah|ir. Berbeda dengan hak yang d |iber|ikan oleh masyarakat atau negara, 

HAM adalah hak yang bers|ifat kodrat|i, art|inya hak |in|i sudah ada sejak manus|ia 

d|ilah|irkan ke dun|ia.3 

 
1P|as|al 1 Und|ang – und|ang D|as|ar 1945  
2 Teguh Pr|asetyo, Hukum Pid|an|a, Cet. 2, J|ak|art|a: PT. R|aj|aGr|afindo Pers|ad|a, 2011, hlm.  
3 B.N. M|arbun, K|amus Hukum Indonesi|a Edisi Kedu |a Direvisi, Cet|ak|an 1, J|ak|art|a: Pust|ak|a Sin|ar 

H|ar|ap|an, 2009, hlm. 29. 
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Untuk mel|indung|i hak-hak set|iap |ind|iv|idu dan memast|ikan kead|ilan dalam proses 

hukum, beberapa hal pent|ing perlu d|iperhat|ikan: 4 

1. Set|iap warga negara harus terl |indung|i dar|i t|indakan semena-mena yang 

d|ilakukan oleh p|ihak berwenang. 

2. Hanya pengad |ilan yang berhak memutuskan apakah seseorang bersalah atau 

t|idak. 

3. Pers|idangan harus terbuka untuk umum agar prosesnya dapat d |iawas|i oleh 

masyarakat. 

4. Set|iap tersangka atau terdakwa harus mem |il|ik|i kesempatan yang sama untuk 

membela d|ir|i. 

Sebaga|i garda terdepan dalam menjaga keamanan negara, Polr|i mem|il|ik|i 

kedudukan yang strateg |is. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang d |isahkan 

bersamaan dengan Keputusan Pres|iden Nomor 70 Tahun 2002, telah member|ikan payung 

hukum bag|i upaya menjad|ikan Polr|i sebaga|i lembaga yang leb|ih mand |ir|i. Mekan|isme 

pengangkatan dan pemberhent|ian Kapolr |i yang mel|ibatkan DPR menunjukkan adanya 

upaya untuk mel|ibatkan parlemen dalam pengawasan terhadap |inst|itus|i kepol|is|ian. 

Dengan dem|ik|ian, d |iharapkan Polr|i dapat menjalankan tugasnya secara profes |ional dan 

akuntabel, bebas dar|i |intervens|i p |ihak luar, serta leb|ih respons|if terhadap kebutuhan 

masyarakat.5 

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, peny|id|ikan merupakan serangka|ian t|indakan yang 

d|ilakukan oleh peny|id|ik untuk mengungkap kebenaran d |i bal|ik sebuah dugaan t|indak 

p|idana. Dalam tahap |in|i, peny|id|ik akan secara s|istemat|is mencar|i dan mengumpulkan 

bukt|i-bukt|i yang relevan untuk meng|ident|if|ikas|i pelaku kejahatan. Agar dapat memula |i 

peny|id|ikan, harus ada dasar hukum yang kuat, ya|itu adanya dugaan kuat telah terjad |i 

suatu t|indak p|idana. Untuk memast|ikan hal |in|i, peny|id|ik akan menganal|is|is per|ist|iwa 

 
4 Mien Rukmini, Perlindung|an H|AM Mel|alui |As|as Pr|adug|a Tid|ak Bers|al|ah d|an |As|as Pers|am|a|an 

Keduduk|an d|al|am Hukum p|ad|a Sistem Per|adil|an Pid|an|a Indonesi|a, B|andung: |Alumni, 2003, hlm. 

32. 
5 Dur|ahm|an, D. (2016). Pener |ap|an S|anksi Terh|ad|ap Penyimp|ang|an penyidik Polri d |al|am Men|ang|ani 

Perk|ar|a. Jurn|al Ilmi|ah Universit|as B|at|angh|ari J|ambi, 16(2), 45 
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yang terjad|i dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum 

p|idana.6 

Menurut Yahya Harahap, sebelum tahap peny |id|ikan d|ilakukan, petugas peny|id|ik 

melakukan penyel|id|ikan terleb|ih dahulu guna mengumpulkan bukt|i awal atau cukup 

untuk melanjutkan peny|id|ikan. Peny|id|ikan adalah proses mengoreks|i bukt|i-bukt|i dar|i 

penyel|id|ikan dan menambah bukt|i la|in untuk memperkuat kasus t|indak p|idana yang 

sedang d|is|id|ik. Langkah-langkah awal tersebut d|i|ikut|i oleh langkah-langkah tambahan 

yang d|ianggap pent|ing untuk memast|ikan bahwa |ind|iv|idu yang terbukt|i melakukan 

kejahatan dapat d|is|idangkan. J|ika tersangka belum d|itemukan selama penyel|id|ikan, 

peny|id|ik harus menemukannya selama peny |id|ikan. J|ika k |ita mengacu pada buku 

pedoman Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyel |id|ikan d|isebut sebaga|i bag|ian dar|i 

fungs|i peny|id|ikan yang d|ilakukan sebelum t|indakan la|in, sepert|i penangkapan, 

penahanan, dan sebaga|inya.7 

R. Soes|ilo mengatakan bahwa dalam b|idang reserse kr|im|in|il, peny|id|ikan b|iasanya 

d|ibedakan menjad|i dua jen|is: 

a. Peny|id|ikan dalam art|i kata luas, yang mencakup peny|id|ikan, pengusutan, dan 

pemer|iksaan, yang merupakan rangka|ian t |indakan terus-menerus yang t|idak 

mem|il|ik|i t|it|ik awal atau akh|ir 

b. Peny|id|ikan dalam art|i kata semp|it, yang mencakup semua t |indakan yang 

merupakan bentuk repres|if dar|i reserse kr|im|in|il Polr|i, yang memula |i dan 

mengakh|ir|i peny|id|ikan.8 

Sebelum melakukan t|indakan hukum sepert|i penangkapan atau penahanan, Yahya 

Harahap menekankan pent|ingnya bag|i aparat peny|id|ik untuk mengumpulkan data dan 

bukt|i yang cukup. Hal |in|i bertujuan agar proses peny|id|ikan berjalan efekt|if dan 

mengh|indar|i t|indakan yang merendahkan martabat manus|ia. Dengan pers|iapan yang 

 
6 Susw|antoro, S., Suh |artono, S., & Sugi|anto, F. (2018). Perlindung |an Hukum B|agi Ters|angk|a D|al|am B|at|as 

W|aktu Penyidik |an Tind|ak Pid|an|a Umum Menurut H |ak |As|asi M|anusi |a. Jurn|al Hukum M|agnum 

Opus, 1(1), 44 
7 M. Y|ahy|a H|ar|ah|ap, 2006, Pemb|ah|as|an Perm|as|al|ah|an D|an Pener|ap|an KUH|AP Penyidik|an D|an 

Penuntut|an, J|ak|art|a, Sin|ar Gr|afik|a, hlm. 101. 
8 R. Soesilo, 1996, KUH |AP sert|a Koment|ar-koment|arny|a Lengk|ap P|as|al Demi P|as|al, Bogor, Polite|a. 
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matang, aparat penegak hukum dapat memast |ikan bahwa set|iap t |indakan yang mereka 

amb|il mem|il|ik|i tujuan yang jelas dan d|idasarkan pada fakta-fakta yang ada.9 

Akan tetap|i pada kenyataan peny|id|ik dalam prores peny|id|ikan tersangka ada yang 

melakukan t|indakan kekerasan, untuk mendapatkan suatu bukt |i atau keterangan dar|i 

tersangka. Tersangka tersebut men|inggal dalam salah satu kasus yang terjad|i d|i Sulawes|i 

Tengah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penul |is tertar|ik untuk melakukan penel|it|iatan 

dengan judul “PERL|INDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM 

TAHAP PEMER|IKSAAN PENY|ID|IKAN DALAM PERSEFEKT |IF HAK ASAS|I 

MANUS|IA (HAM)”  

A. |Ident|if|ikas|i Masalah  

1. Apa Faktor Penghambat Perl|indungan Hak Tersangka Terhadap Proses 

Peny|id|ikan? 

2. Baga|imana Perl |indungan Terhadap Tersangka Dalam Persefekt|if Hak Asas|i 

Manus|ia? 

B. Tujuan Penel|it|ian  

1. Untuk Mengetahu|i Apa Saja Faktor Penghambat Perl|indungan Hak Tersangka 

Terhadap Proses Peny|id|ikan 

2. Untuk Mengetahu|i Baga|imana Perl |indungan Terhadap Tersangka Dalam 

Persefekt|if Hak Asas|i Manus|ia 

METODE PENELITIAN 

Penel|it|ian |in|i mengacu pada pendekatan yur |id|is normat|if sebaga|imana d |ijelaskan 

oleh Soerjono Soekanto. Art|inya, penel|it|ian |in|i akan d|ilakukan dengan cara mengkaj |i 

secara mendalam berbaga|i sumber hukum tertul|is, sepert|i buku, jurnal, dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan top |ik penel|it|ian. Melalu|i anal|is|is terhadap 

sumber-sumber tersebut, d|iharapkan dapat d|iperoleh pemahaman yang komprehens|if 

mengena|i permasalahan yang sedang d|itel|it|i.10   Dengan menggunakan pendekatan 

hukum, penel|it|ian |in|i menganal|is|is berbaga|i sumber hukum, termasuk undang-undang, 

 
9 Ibid, Hlm 102  
10 Sugiyono, Metode Peneliti|an Ku|antit|atif, Ku|alit|atif d|an R&D, B|andung: |Alf|abet|a, Hlm 29, 2009, 

 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jshm


JURNAL STUDI HUKUM MODERN  

Volume 07, No. 1, Januari 2025   

https://journalversa.com/s/index.php/jshm  

47 

teor|i hukum, serta pendapat para pakar d|i b|idang hukum. Has|il anal|is|is |in|i akan menjad|i 

landasan untuk menguj|i dan memver|if|ikas|i data sekunder yang telah d|ikumpulkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Penghambat Perl |indungan Hak Tersangka Terhadap Proses 

Peny|id|ikan 

Secara et|imolog|is, |ist|ilah pol|is|i berbeda d|i beberapa negara. M|isalnya, |ist|ilah 

Yunan|i untuk pol |is|i d|isebut "pol|ite|ia", |ist|ilah |Inggr|is "pol|ice" juga d|isebut "constable", 

|ist|ilah Jerman "pol|ize|i", dan |ist|ilah Amer|ika "sher|iff". Sebelum pol|is|i menjad|i organ, 

kata "pol|is|i" berasal dar|i kata Yunan |i "pol|ite|ia", yang berart|i suatu negara yang |ideal, 

bebas dar|i pem|imp|in negara yang rakus dan jahat, dan tempat kead |ilan d|ihormat|i. 11 

Menurut def|in |is|i yang berbeda dar |i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Polr|i, pasal 1 angka 1 mendef|in|is|ikan kepol|is|ian sebaga|i segala hal yang berka|itan 

dengan fungs|i dan lembaga pol|is|i sesua|i dengan peraturan perundang-undangan. 12 

Dua pengert|ian utama dar|i |ist|ilah "kepol|is|ian" dalam Undang-Undang Kepol|is|ian 

adalah fungs|i kepol|is|ian dan lembaga kepol|is|ian. Fungs|i kepol|is|ian merupakan bag |ian 

dar|i fungs|i pemer|intahan negara, menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, d|i 

mana |ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketert |iban masyarakat, 

menegakkan hukum, dan member|ikan perl|indungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Lembaga kepol|is|ian adalah |inst|itus|i pemer|intah yang d|iber|i otor|isas|i untuk 

melaksanakan fungs |i tersebut sesua|i dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

|itu, ket|ika seseorang berb|icara tentang kepol|is|ian, mereka harus mempert|imbangkan 

kedua aspek tersebut fungs|i kepol|is|ian dan lembaganya. Konsep dasar dar|i def|in|is|i 

kepol|is|ian adalah hubungan antara fungs|i dan tanggung jawab lembaga kepol|is|ian. pol|is|i 

bekerja sesua|i dengan peraturan perundang-undangan.13 

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, peny |id|ikan merupakan rangka|ian langkah 

peny|id|ik untuk mencar |i dan mengumpulkan bukt|i dalam kasus hukum guna mengungkap 

 
11 |Azh|ari, Neg|ar|a Hukum Indonesi|a |An|alisis Yuridis Norm|atif terh|ad|ap Unsur Unsur ny|a, dikutip d|ari 

S|adjijono, Hukum Kepolisi|an Hlm.2  
12 Und|ang Und|ang No 2 T|ahun 2002 tent|ang Kepolisi|an Neg|ar|a Republik Indonesi|a 
13 S|adjijono, Hukum Kepolisi|an Hlm. 5 
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t|indak p|idana dan menemukan pelakunya. Seh|ingga, peny |id|ik b|isa melakukan 

penyel|id|ikan baru j|ika ada t|indak p|idana sesua|i dengan ketentuan dalam KUHAP.14 

Selama proses pemer|iksaan tersangka yang d|iduga melakukan t|indak p|idana, perlu 

memperhat|ikan beberapa hal pent |ing. Dar|i satu sudut pandang, tujuan peny |id|ik adalah 

untuk mengungkap seluruh |informas|i mengena|i kejahatan yang d |ilakukan oleh tersangka 

seh|ingga penegak hukum dapat member|ikan sanks|i yang set|impal. Sementara |itu, 

tersangka juga berhak atas perlakuan ad|il, sepert|i mungk|in d|iber|ikan hukuman yang 

leb|ih r|ingan atau d|ibebaskan dar|i tuntutan hukum. Dengan mempert |imbangkan kedua hal 

tersebut, peny|id|ik perlu menjalankan tugasnya dengan penuh profes |ional|isme seh|ingga 

proses peny|id|ikan dapat berjalan dengan lancar dan mencapa|i has|il yang d|i|ing|inkan. 

Proses peny|id|ikan terhadap tersangka t|idak semudah yang d |ibayangkan. |In|i karena 

tersangka telah terb |iasa menghadap|i pertanyaan peny|id|ik untuk mengh|indar|i tuntutan 

yang leb|ih berat, yang menyebabkan kendala sepert|i: 

1. Faktor tersangka sebaga |i res|id|iv|is member|ikannya keunggulan dalam 

mengant|is|ipas|i pertanyaan peny|id|ik 

2. Faktor aparat penegak hukum: Adanya aparat penegak hukum juga perlu 

mendukung proses penyelesa|ian perkara t|indak p|idana. Proses penyelesa |ian 

kasus sangat bergantung pada tersangka. Kurangnya kemampuan tekn |is 

penegak hukum akan menghambat penegakan hukum seh|ingga mereka t|idak 

dapat melaksanakan tugasnya dengan ba|ik. 

3. Faktor sarana dan prasarana: Tanpa fas|il|itas yang mendukung, penegakan 

hukum t|idak mungk|in berjalan lancar. Sebal|iknya, tanpa fas |il|itas yang 

mendukung pelaksanaan tugas, has|ilnya past|i t|idak sepert|i yang d|iharapkan. 

Sarana atau fas |il|itas |in|i termasuk manajemen yang ba|ik, peralatan yang 

memada|i, dan dana yang cukup. J|ika hal tersebut t|idak d|ilakukan, penegakan 

hukum t|idak dapat mencapa|i tujuan terba|iknya. 

4. Faktor masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat yang rendah past |i akan 

berdampak negat|if pada penegakan hukum, terutama pada proses penuntutan 

 
14 Susw|antoro, S., Suh |artono, S., & Sugi|anto, F. (2018). Perlindung |an Hukum B|agi Ters|angk|a D|al|am 

B|at|as W|aktu Penyidik |an Tind|ak Pid|an|a Umum Menurut H |ak |As|asi M|anusi |a. Jurn|al Hukum 

M|agnum Opus, 1(1), 44 
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perkara. Ada banyak alasan mengapa orang t |idak |ing|in menjad|i saks|i. |In|i 

bukan hanya karena mereka t|idak tahu tentang hukum, tetap|i juga karena 

mereka terlalu s|ibuk karena d|iancam oleh tersangka.15 

Konsep 'negara pol|is|i' ser|ingkal|i d|ika|itkan dengan gambaran negara yang 

sempurna, d|i mana hukum d|itegakkan secara ad|il dan t|idak ada pem|imp|in yang 

menyalahgunakan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 member|ikan 

def|in|is|i yang leb|ih r|inc|i mengena|i konsep |in|i. Sementara |itu, proses peny|id|ikan, 

sebaga|imana d |iatur dalam KUHAP, d|ipengaruh|i oleh berbaga|i faktor, termasuk 

karakter|ist|ik pelaku kejahatan, kual|itas aparat penegak hukum, dukungan fas |il|itas, dan 

part|is|ipas|i. 

 

B. Perl|indungan Terhadap Tersangka Dalam Persefekt |if Hak Asas|i Manus|ia 

Hukum p|idana d|i |Indones|ia mem|il|ik|i art|i semp|it dan luas. Dalam pengert|ian luas, 

hukum p|idana terd|ir|i dar|i hukum p|idana substans|ial atau mater|i|il dan hukum acara 

p|idana (hukum p|idana formal). Dalam art|i semp|it, hukum p|idana hanya mencakup 

hukum p|idana mäter|i|il, ya|itu hukum yang mengatur t|indakan yang d |ianggap p|idana dan 

p|idananya.16 

Rahardjo berpendapat bahwa perl|indungan hukum berart|i member|ikan 

kewenangan kepada |ind|iv|idu untuk menjaga hak-haknya. Hukum mem|il|ik|i tujuan utama, 

ya|itu mel|indung|i masyarakat. Oleh karena |itu, kepast|ian hukum merupakan wujud nyata 

dar|i perl|indungan hukum bag|i masyarakat. Dengan adanya kepast|ian hukum, masyarakat 

dapat merasa aman dan terl|indung|i, seh|ingga dapat berakt|iv|itas secara normal dan 

produkt|if.17 

Perl|indungan hukum adalah hak yang d|im|il|ik|i seorang manus|ia atau subyek hukum 

untuk mendapatkan perl|indungan hukum mengena|i sesuatu hal ba |ik yang bers|ifat 

mater|i|il maupun |immater|i|il berka|itan dengan masalah atau perkara yang d |ihadap|i.18 

 
15 Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindung |an Hukum terh |ad|ap Ters|angk|a d|al|am Proses Perk |ar|a 

Pid|an|a. Jurn|al F|akult|as Hukum Universit|as Tulung|agung, 6(2),72-73. 
16 |Andi H|amz|ah, Hukum |Ac|ar|a Pid|an|a. Sin|ar Gr|afik|a. J|ak|art|a, 2005 Hlm.9  
17 Soetjipto R|ah|ardjo, 2013, Perso|al|an Hukum Di Indonesi|a, (B|andung:|Alumni), h |al. 121   
18 |Agus I Supriy |anto, Perlindung|an Hukum Terh|ad|ap Ters|angk|a P|ad|a T|ah|ap Pemeriks|a|an Oleh Polri 

Menurut Kit|ab Und|ang-Und|ang Hukum |Ac|ar|a Pid|an|a, jurn|al independent f |akult|as hukum 

universit|as isl|am l|among|an, Vol.5 No.1 (2020).   
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Hukum acara p|idana d|i |Indones|ia telah mengatur kedalam satu dokumen ya |itu 

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P|idana atau ser|ing d|ikenal 

dengan K|itab Undang-undang Hukum Acara P|idana selanjutnya d|isebut KUHAP. Telah 

d|iatur mengena|i baga|imana proses beracara dalam penanganan t |indak p|idana yang terd |ir|i 

dar|i: 

1. Penyel|id|ikan 

Sesua|i Pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyel|id|ikan merupakan serangka |ian t|indakan awal 

yang bertujuan untuk meng|ident|if|ikas |i dan mengumpulkan bukt|i-bukt|i awal terka|it 

dugaan terjad|inya t |indak p|idana. Tahap |in|i bers|ifat eksplorat|if, d|i mana peny|id|ik 

mas|ih berusaha untuk menentukan apakah per|ist|iwa yang d|ilaporkan memang 

memenuh|i unsur-unsur suatu t|indak p|idana 

2. Peny|id|ikan 

Sesua|i Pasal 1 ayat 2 KUHAP, peny|id|ikan merupakan tahap dalam proses perad|ilan 

p|idana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukt|i-bukt|i yang cukup untuk 

membukt|ikan adanya suatu t|indak p|idana dan meng|ident|if|ikas |i pelakunya. 

Dalam melaksanakan peny|id|ikan, pol|is|i waj|ib memperhat|ikan dan menghormat|i 

seluruh hak asas |i manus|ia yang d|ijam|in oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 

Hal |in|i mencakup, antara la|in, hak untuk d|iperlakukan secara manus|iaw|i, hak untuk 

memperoleh perlakuan yang sama d|i hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan 

perl|indungan hukum:  

a. Set|iap orang berhak atas pengakuan, jam|inan, perl|indungan, dan perlakuan 

hukum yang ad|il serta mendapat kepast |ian hukum dan perlakuan yang sama 

d|idepan hukum; 

b. Set|iap orang berhak atas perl|indungan hak asas|i manus|ia dan kebebasan dasar 

manus|ia, tanpa d |iskr|im|inas|i; 
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c. Set|iap orang d |iaku|i sebaga|i manus|ia pr|ibad|i yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perl|indungan yang sama sesua |i dengan martabat 

kemanus|iaannya d|i depan hukum.19 

Namun pada kenyataannya pol|is|i mas|ih melakukan t|indakan kekerasan dalam 

kasus pengan|iayaan tahanan h|ingga tewas yang mel|ibatkan dua anggota Polresta Palu, 

Br|ipda CH dan Br|ipda M, memasuk|i tahap peny|id|ikan oleh Polda Sulawes|i Tengah 

(Sulteng). Keduanya d|iduga mengan|iaya tahanan kasus KDRT, Bayu Ad|ityawan, h|ingga 

tewas setelah sempat d|irawat d|i rumah sak|it. Mot|if pengan|iayaan d|iduga karena korban 

ber|is|ik saat waktu |ist|irahat, seh|ingga membuat kedua oknum kesal dan memukul korban. 

Pengan|iayaan |in|i d|isaks|ikan oleh tahanan la |in. Polda Sulteng telah memer|iksa 26 saks|i, 

melakukan ekshumas|i jenazah untuk autops|i, dan mengusut kasus |in|i secara menyeluruh, 

termasuk dugaan kelala|ian prosedur penjagaan.20 

Bahwa dalam pelaksanaannya mas|ih ada oknum pol|is|i yang melakukan t|indakan 

kekerasan atau pengan|inayaan untuk mendapatkan sebuah fakta atau bukt|i dar|i tersangka. 

Hal |in|i sangat bertentangan dengan Hak Asas |i Manus|ia (HAM), dan melanggar kode et|ik 

dalam kepol|is|ian dalam menjalankan tugasnya.  

Hak asas|i manus|ia adalah hak dasar atau hak utama yang d|iber|ikan kepada manus|ia 

oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lah |ir h|ingga mat|i. Sebaga|i subjek hukum, manus|ia 

mem|il|ik|i hak dan kewaj|iban yang sama dengan makhluk la|in, yang karena martabatnya 

harus d|iharga|i dan d |ihormat|i. 

Salah satu upaya member|ikan perl|indungan Hak Asas|i Manus|ia (HAM) termasuk 

d|iantaranya hak-hak tersangka, d |i |Indones|ia telah d|iatur tentang kehendak Undang-

Undang Dasar Negara Republ|ik |Indones|ia 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan 

Undang-undang tentang Hak Asas|i Manus|ia (HAM) mengamanatkan hal tersebut. 

Reformas|i yang bergul|ir semak|in memantapkan tekad |Indones|ia dalam penghargaan 

terhadap Hak Asas|i Manus|ia (HAM.)  Undang – Undang Negara Republ |ik |Indones|ia 

Tahun 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jam |inan perl|indungan Hak Asas |i 

 
19  Nolf|an Hib|at|a, “H|ak-H|ak Ters|angk|a Seb|ag|ai Perwujud|an H|ak |As|asi M|anusi|a D|al|am Proses 

Pemeriks|a|an Di Tingk|at Penyidik|an,” Lex et Societ|atis IV, no. 6 (2016): 16.. Hlm. 18-19 
20 Detiksulsel, B|ab|ak B|aru 2 Oknum Polisi di Polrest |a P|alu Didug|a |Ani|ay|a T|ah|an|an hingg|a Tew|as 

(detik.com), Di|akses 18 Oktober 2024 P|ad|a pukul 21.00 
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Manus|ia (HAM) kemud |ian d|ilengkap|i dengan beberapa perubahan yang merumuskan 

Hak Asas|i Manus|ia (HAM) dalam bab tersend|ir|i. Dengan d|isahkannya Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas |i Manus |ia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 

26 tentang Pengad|ilan Hak Asas|i Manus|ia (HAM) maka landasan hukum bag |i upaya 

perl|indungan Hak Asas |i Manus|ia (HAM) d|i |Indones|ia semak|in kokoh dan kuat dar|i s|is|i 

hukum. Atas dasar ura|ian problemat|ika latar belakang d|iatas, maka dalam penel|it|ian |in|i 

menekankan pada hal-hal yang terka|it dengan perl|indungan hukum atas hak asas|i 

tersangka. 

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahu|i hak-haknya. Karena hukum 

p|idana mengancam kebebasan seseorang. Sehubungan dengan tujuan dar |i pada Hukum 

Acara P|idana, maka sesua|i dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa 

mempunya|i hak yang harus d|il|indung|i oleh Undang-Undang ya|itu:  

1. Hak Mendapat Pemer|iksaan Dengan Segera;  

2. Hak Pers|iapan Pembelaan;  

3. Hak Untuk Member|ikan Keterangan Secara Bebas;  

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa;  

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;  

6. Hak Mem|il|ih Send|ir|i Penas|ihat Hukum;  

7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;  

8. Hak Menghubung|i Penas|ihat Hukum;  

9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pr|ibad|i;  

10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga;  

11. Hak Berk|ir|im dan Mener|ima Surat;  

12. Hak Mener|ima Kunjungan Kerohan|ian;  

13. Hak D|iad|il|i Pada S|idang Terbuka Untuk Umum;  

14. Hak Mengajukan Saks|i Yang Mer|ingankan;  

15. Hak Untuk T|idak D|ibeban|i Kewaj|iban Pembukt|ian;  

16. Hak Mendapat Gant|i Kerug|ian dan Rehab |il|itas|i21 

 
21 D|arm|an Lumb|an R|aj|a, et.|all, Perlindung|an H|ak Ters|angk|a D|al|am Memberik|an Keter|ang|an Sec|ar|a 

Beb|as P|ad|a Proses Penyidik|an Di Kepolisi|an Sektor Med|an B|aru, Leg|alit|as: Jurn|al Hukum,, 

Vol.14 No.2, (2022).   
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Dalam aspek eksternal, kendala yang terka|it dengan kesadaran hukum memerlukan 

sos|ial|isas|i tentang Pasal 13 huruf C Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepol|is|ian untuk perl |indungan Hak Asas|i Manus|ia (HAM) melalu|i transparans|i 

peny|id|ikan dalam pember|ian surat per|ingatan. Hal |in|i termasuk men|ingkatkan kerjasama 

antara pol|is|i dan masyarakat serta peny |iaran proses sos|ial|isas|i untuk men|ingkatkan 

pengetahuan masyarakat. Upaya yang b|isa d |ilakukan mencakup men|ingkatkan 

pemahaman tentang perl|indungan Hak Asas|i Manus|ia (HAM), pelaksanaan, dan 

kerjasama dengan Pemer|intah Daerah setempat. 

Ketentuan utama kekuasaan kehak|iman (UU No. 4 Tahun 2004) adalah Asas 

Praduga Tak Bersalah, yang d |ijelaskan dalam KUHAP bahwa set |iap orang yang 

d|isangka, d|itangkap, d |ituntut, dan d|ihadapkan d|i depan pengad |ilan waj|ib d|ianggap t|idak 

bersalah sebelum putusan pengad|ilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap.  

Namun, kenyataan d|i lapangan beberapa terdakwa mas|ih merubah keterangannya 

selama s|idang pengad|ilan. Dalam proses peny|id|ikan d|i Kepol|is|ian, keterangan terdakwa 

yang d|itul|is dalam Ber|ita Acara Pemer|iksaan (BAP) d|isangkal dan d |iubah karena 

terdakwa merasa tertekan, d|ipaksa atau d|ipengaruh|i. |In|i menunjukkan bahwa terdakwa 

tetap t|idak mem|il|ik|i hak untuk member|ikan keterangan bebas selama proses peny |id|ikan. 

Peny|id|ik pol|is|i mas|ih melakukan kekerasan dan |int|im|idas|i terhadap tersangka selama 

pemer|iksaan untuk mengejar pengakuan tersangka. |In|i jelas melanggar Hak Asas|i 

Manus|ia dan bertentangan dengan prosedur standar peny|id|ikan pol|is |i. 

Perlindungan hukum adalah upaya mel|indung|i kepent|ingan seseorang dengan cara 

mengalokas|ikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bert |indak dalam kepent|ingannya 

tersebut. Hukum acara p |idana d|i |Indones|ia telah mengatur kedalam satu dokumen ya|itu 

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P |idana atau KUHAP. 

Namun dalam kenyataan mas|ih terjad|i kasus pengan|iayaan yang d|ilakukan oleh pol|is|i 

kepada tersangka.  Salah satu kasus yang terjad |i ya|itu pengan|iayaan tahanan h|ingga 

tewas yang mel|ibatkan dua anggota Polresta Palu, Br|ipda CH dan Br|ipda M, memasuk|i 

tahap peny |id|ikan oleh Polda Sulawes|i Tengah (Sulteng). Hal |in|i sangat bertentangan 

dengan Hak Asas|i Manus|ia (HAM) dan kode et|ik dalam kepol|is|ian. Asas Praduga Tak 

Bersalah mem|il|ik|i art|i bahwa set|iap orang yang d|isangka, d |itangkap, d|ituntut, dan 
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d|ihadapkan d|i depan pengad|ilan waj |ib d|ianggap t|idak bersalah sebelum putusan 

pengad|ilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kes|impulan  

Berdasarkan penel|it|ian tersebut dapat penul|is s|impulkan sebaga|i ber|ikut:  

1. Dalam proses peny|id|ikan p|idana, perl|indungan terhadap hak tersangka 

menjad|i |isu yang sangat pent|ing. Mesk|ipun tujuan peny|id|ikan adalah untuk 

mengumpulkan bukt|i dan menemukan tersangka yang bersalah, tersangka 

juga mem|il|ik|i hak-hak yang harus d|il|indung|i, terutama berdasarkan pr|ins|ip-

pr|ins|ip Hak Asas|i Manus|ia (HAM). Hambatan dalam perl|indungan hak 

tersangka mel|iput|i: 

• Pengalaman tersangka res|id|iv|is yang ser|ing mengh|indar|i pertanyaan 

peny|id|ik. 

• Kurangnya kemampuan tekn|is aparat penegak hukum, yang dapat 

mempengaruh|i profes|ional|itas peny|id|ikan. 

• Keterbatasan sarana dan prasarana, yang berdampak pada kelancaran 

proses peny|id|ikan. 

• Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang membuat proses 

penegakan hukum ser|ing terhambat, termasuk karena ketakutan 

masyarakat menjad|i saks|i. 

Sela|in |itu, terdapat pula kasus pelanggaran HAM oleh oknum aparat, sepert |i 

t|indakan kekerasan terhadap tersangka yang bertentangan dengan pr |ins|ip HAM dan 

kode et|ik kepol|is|ian. Perl|indungan hak tersangka d|iatur dalam beberapa undang-

undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asas|i 

Manus|ia (UU No. 39 Tahun 1999), dan KUHAP. Hak-hak tersangka yang harus 

d|ijam|in antara la|in hak mendapatkan pemer|iksaan segera, bantuan hukum, 

pembelaan yang layak, serta perlakuan yang manus|iaw|i selama proses hukum 

berlangsung. 
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2. Perl|indungan hukum adalah upaya mel|indung|i kepent|ingan seseorang dengan 

cara mengalokas|ikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bert |indak dalam 

kepent|ingannya tersebut. |Indones|ia telah d|iatur tentang kehendak Undang-

Undang Dasar Negara Republ |ik |Indones|ia 1945 dan peraturan perundang-

undangan, dan Undang-undang tentang Hak Asas|i Manus|ia (HAM). Asas 

Praduga Tak Bersalah mem|il|ik|i art|i bahwa set|iap orang yang d|isangka, 

d|itangkap, d|ituntut, dan d |ihadapkan d |i depan pengad|ilan waj |ib d|ianggap t |idak 

bersalah sebelum putusan pengad |ilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat d|ijad|ikan sebaga|i masukan menurut penul|is, 

sebaga|i ber|ikut; 

1. Pen|ingkatan Pengawasan dan Akuntab|il|itas Aparat Penegak Hukum, Perlu ada 

pengawasan yang leb|ih ketat terhadap t|indakan aparat kepol|is|ian dalam proses 

penyel|id|ikan dan peny |id|ikan, terutama dalam pada pemer |iksaan tersangka 

untuk mendapatkan bukt|i yang val|id terka|it t|indak p|idana yang d|isangkakan 

kepada tersangka. Sela|in |itu, d|iperlukan adanya penambahan sarana dan 

prasarana untuk menunjang penyel|id|ikan.  

2. Penyalahgunaan wewenang oleh kepol|is|ian atau peny|id|ik seharusnya d|ihukum 

sesua|i dengan peraturan yang berlaku agar t |idak ada tolerans|i terhadap 

t|indakan yang merusak s|istem hukum. Harus adanya kerjasama yang ba |ik 

antara tersangka dan pol|is|i pada saat proses penyel|id|ikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 Hlm.9  

Aristoteles. Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ 

pag/Aristoteles-nicomachaen.html 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 517. 

Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan 

dan penuntutan Edisi kedua. 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jshm


JURNAL STUDI HUKUM MODERN  

Volume 07, No. 1, Januari 2025   

https://journalversa.com/s/index.php/jshm  

56 

John Locke, An Essay Concerning the True Original Extended End of Civil Government, 

edicted by Saxe Commins & R.N. Linscott Modern Pocket Library, New York, 

1953, Hlm. 106 

John Rawl, A Theory of Justice Teori Keadilan, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. 

John Rawls, A Theory of Justice, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 

University Press, Cambridge, 1971, hlm. 103 

Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat 

Madani (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119 

Marbun, B. N. (2009). Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi. 

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 19 

Prasetyo, T., & Pidana, H. (2011). Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.54 

Soesilo, R. (1996). KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: 

Politea. 

 Soetjipto Rahardjo, 2013, Persoalan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni), hal. 121   

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Hlm 

29, 2009, 

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595  

Durahman, D. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam 

Menangani Perkara. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 16(2), 45. 

Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam 

Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian 

Sektor Medan Baru. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2),  

Hibata, N. (2016). Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam 

Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. Lex et Societatis, 4(6). 

Erniyati, T. (2018). Extrajudicial Killing Terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme 

dalam perspektif asas praduga tak bersalah. Badamai Law Journal, 3(1), 102-103 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jshm


JURNAL STUDI HUKUM MODERN  

Volume 07, No. 1, Januari 2025   

https://journalversa.com/s/index.php/jshm  

57 

Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi 

Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak 

Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 44. 

Supriyanto, A. I. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap 

Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Jurnal Independent, 1(1) 

Detiksulsel, Babak Baru 2 Oknum Polisi di Polresta Palu Diduga Aniaya Tahanan hingga 

Tewas (detik.com), Diakses 18 Oktober 2024 Pada pukul 21.00 

Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses 

Perkara Pidana. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 6(2),72-73. 

Sifat asas hukum itu adalah abstrak dalam arti tidak terdapat dalam peraturan konkrit 

tetapi merupakan pikiran dasar yang terdapat di balik peraturan konkrit. 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://journalversa.com/s/index.php/jshm
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7582469/babak-baru-2-oknum-polisi-di-polresta-palu-diduga-aniaya-tahanan-hingga-tewas
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7582469/babak-baru-2-oknum-polisi-di-polresta-palu-diduga-aniaya-tahanan-hingga-tewas

